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SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 19 TAHUN 2022

TRNTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum, perlu raenetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

1. Pasal 18 ayat () Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1445:

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 19508 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
NDaerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara DBarul den
Nusa Tenggara Tinur (Lembarasi Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Taumbahuan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah bcberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tenlung
Perubahan Kedia Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsaia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 |
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5248);

Undang-limdang  Nomor 25 Tahun 2014 teataog
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taehun 2014 Nomor 2344, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

B7357),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Rantunan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Ilukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20!3 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Jr-3
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7. Peraturan Menlert Dalam Negeri Nomor 80 Tehun 2015
tentang Pembentukan Produk {lukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produle |lukum Daerah {DBerita
Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. leraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Standar Lavanan Bantuan Hukum
(Derila Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG

dan
BUPATI BADUNCG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAIl TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM,

BABI
KETEN TUAN UMUM

Pasal 1

Nalam Peraturan Daersh ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.
4.

ox N

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Badung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
Bupati adalah Bupati Badung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Badung.

wekretaris Daecrah adalah Sckretaris Dacrah  Kabupaten
Badung.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
pemberi Bantuar. Hukum sccara cuma-cuma kepada
penerima Bantuan Hukum.

Perangkat Daereh  adalah Pcrangkat Daerah vang
melaksanakan keagatan fagilitasi dan konordinari hulkum
Peniyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah.
Pencrima Bantuan Hukum adalah orang alau kelompok orsng
miskin yang memiliki identitas dJdan  lerdaltar dalam
administrasi kependudukan di Daerah.

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum
atau  organisasi Bantuan Hukum yang memberi layanan
Bantuan Hukum  berdasarkan  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan.

Pemohon Bantuar Hukum adalah orang, kelompok orang
miskin  atau kuasanya yang tidak termesuk Pemberi
Bantuan Hukum, atau keluarganya vang mengajukan
permohonan Bantuan Hukum. -
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12, Manyarakat adalnh orang atau kclompok orang vang
memiliki identitas kependudukan vang sah di Daerah.
13. Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang yang

kondisi sosial ekonominya dikategorikan  miskin  yang
dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau dokumen
lain.

14, DPerkara adalah mesalnh hukum yaog periu diselesaikan.

15. Litigasi adalah proses penuamgunan Perkara hukum yang
dilnkukan melalui jalur pengadilan untuk menyclesaikaninya

16. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukuin vang
dilakukan diluar julur pengadilan untuk menyelesaikannya.

17. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengudilan yang memenuhi
persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

18. Dana Bantuan  Hukum adalah alokasi biaya yang
dianggarkan tiap tahun secsuai kemampuan keuangan
Dacrah oleh Pemerintah Dacrah untuk pelaksanaan
Bantuan Hukum.

19. Anggaran DBantuan Hukum adalah alokasi anggaran
penyvelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan
Hukui yang lulus verifikasi dan akreditast yang ditctapkan
sesual ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

20. Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjuinya disingkat APBD> adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. menjamin dan raecmenuhi hak bagi Pencrima Bantuan
Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. mewujudkan hak konstitusional warga ncgara sesuai prinsip

persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. mewujudkan peradilan yang efektif, elisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan;

d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum
dilaksanakan secaramerata di Daerah; dan

c¢. menjamin terfasibtasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam
pelaksanaan pemberian Baniuan Hukum kepada Penerima
Bantuan Hukum.

Magal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan
asas:

a. keadian;

b, persamaan kedudukan di dalam hukum,;

keterbukaan;

efisiensi:

cfektivitas; dan

akuntabilitas.

hag e I o M
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Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

meanop

(2)

Pernberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum;
pelaksanaan Bantuan Hukurm;

syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum:
pelaporan,;

pendanaan; darn

pengawasan.

BABII
PEMRERI BANTUAN HUKUM DAN
PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pemberi 3antuan Hukum

Pasal 5

Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum
yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemberi Rantuan
Hukum,

Persyaratan DPemberi Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berbadan hukum;

b, lerakreditasi;

¢. memiliki kantor alau sekretariat yang tetap di Daerah;

d. memiliki pengurus; dan

e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 6

Pemberi Bantuan ITukum berhak:

a.

b.

C.

melakukan rekrutimen (erhadap Advokat, paralegal, dosen,
dan mahasiswa lfakulias hukum;

melalcukan pelayanan Bantuan Hukum;

menyelenggarakan penyuluhan bukum, konsultasi hukum,
dan program  kegiatan lain  yang  berkaitan  dengan
penyelenggaraun Banluan Hukum,

menerima  alnggaran dan Pemerintah Daerah  untuk
melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan
Daeral ini;

mengeluarkan perdapat atau pernyataan dalam membela
Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang
pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah
Dacrah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan
Perkara; dan

A
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mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan
keselamatan selama  menjalankan  pemberian BantusEn
TTukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

melaporkan program penyclenggaraan DBantuan  Hukum
kepada Bupali melalu Sekrelaris Dacrah dengan tembusan
disampaikan kcpada unit kena yang melaksanakan kegiatan
fagilitasi dan koordinasi hukum;

melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan
uniuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

menyelenggarakar. pendidikan dan pelatthan Bantuan
Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa
fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a;

menjaga kershasinan datn, informnasi, dun/alnu keterangan
vang diperolch dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan
dengan Derkara yang scdang ditangani, kecuali ditentukan
lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan
Hukum berdasarkan syarat dan tata cara vang ditentukan
berdasarkan Kketentuan Peraturan Perundang-undangan
sampai Perkaranyva sclesai, kecuali ada alasan sah sccara
hukum,

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dikcnai sanksi administratif.

Sanksi administretif sebagaimana dimaksud pada ayat {!)
berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan/atau

¢. pemutusan hubungan kerja sama.

Kelentuan lebih lanjut mengenal mekanisme pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut sccara perdata
maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang
menjadi tanggung jawabnya sepanjang:

a.

h.

dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar
sidang pengadilan;

sesuai standar Eantuan Hukum berdasarkan ketentuan
Peraluran Perundeng-undangan; dan /fatau

sesuai kode etik Advokat.
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Pasal 10

Pemberi Bantuan [lukum dilarang:

a.

menerima atau memiita pembayaran dari Penerima Bantuan
Hukum yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani
Pemberi Bantuan Hukum;

menerima  dana  Bantuan  Hukurm  dari pemerintah,
pemerintah dacrall provinsi atau Pemerintah Daernh secara
hersamaan atas erkara yang sama; don/atau

melakukan rekayasa permohonan Penercima Boantoan
Hukum

Bazian Kedua
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 11

(1) Penerima Bantuan Hukum mendapat Bantuan Hukum dari

Pemberi Bantuan lHukum.

(2) Bantuan Hukumr sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)

meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata
usaha negara baix Litigasi maupun Nonlitigasi.

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada avat (1}

meliputi menjalankan kuasa, didampingi, diwakili, dibela
dan/atau dilakakan tindakan hukum lan  untuk
kepenlingan hukum Penerima Bantuan Hukum di dalam
pengadilan dan di luar pengadilan.

(4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan

avat (3) dikecualikan untuk kasus korupsi, narkoliks,
makar dan/atau ferorisme,

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya

selesai dan/atau Perkaranya telah mempunvai kekuatan
hukum tetap (inkrachf), selama Penerima Bantuan Hukum
yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dcngan standar

Bantuan Hukum dan/atau kodc ctik Advokat; dan

¢, mendapatkan informasi Jdan dokumen yang berkaitan

dengan pelaksanaan pemberian Haniuan llukum sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

FPasal 13

Penerima Bantuan Hakum berkewajiban:

. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau
Perkara sccara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
dan

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum,
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Pusal 14

Penerima Bantuar, Hukum yang melanggar kelenluan
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi
berupa pembatalan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi
Bantuan llukum,

HAT T
PELAKSANAAN BANTUAN [IUKUM

Fasal 15

(1) Penyelengaraan  Bantuan  Hukum  dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bantuan
Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Kerja sama  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam perjanjian kerja sama pemberian
Banluan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum melipuli Perkara
keperdataan, pidana dan tata usaha ncgara.
(2) Bantuan Hukum scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Litigasi; dan
b. Nonlitigasi.
Pasal 17

(1) Bantuan Hukum seccara Litigasi schagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayal (2) hurul a, dilakukan dengan cara:

a. pendampingan dan/atau mcnjalankan kuasa dimulai
dart tingkat  penyidikan, penuntutan, sampai dengan
memiliki putusan yang berkekuatan hukum tctap;

b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam
proses pemeriksaan di persidangan; atau

c. pendampingan  dan/atau menjalankan  kuasa
terhadap [Denerima Bantuan Hukum di pengadilan

tata usala negara.

(2) Bantuan Hukum sccara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
a. penyuluhar. hukum;
b. konsultasi hukurn;
c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun
non clektronilk;
penelitian hukum;
mediasi;
NEegosiasi;
pemberdayaan Masyarakat;
pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
drafting dokumen hukum. =

= R Y
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukum Litigasi
sebagaimana dinaksud pada ayat (1} dan Bantuan Hukum
Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur
cdalam Peraturan Bupati.

BAR TV
SYARAT NAN TATA CARA PEMRBERIAN BANTUAN HUKUM
Raginn Kesilu
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 18

Untuk memperolehh Bantuan Ilukum, TPemobon  Bantuan

Hukum harus memenuht syaral sebagni berikut:

a. menggjukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada
Pemben Bantuar Hukum dan/atau Pemeriniah Daerah;

b. dalam hal permohonan diajukan kepada Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah
meneruskan permohonan tersebut kepada Pemberi Bantuan
Hukum;

c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling
sedikit memuat identitas Pemohon Bantuan Hukum dan
uraian singkat mengenal Perkara vang dimintakan Bantuan
Hukum;

d. menyerahkan dokumen berkenauan dengan Perkara;

¢. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/Perbekel
di tempal tinggal Pemohon Baniuan Hukum berdasarkan
data terpadu kesecjahteraan sosial (DTKS); dan

. melampirkan sural pernyataan tidak menerima Bantuan
Hukumn dari pihak muanapun,

Pusal 19

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
datam Pasal 18 hurul c dibuktikan dengan kartu tanda
penduduk dan/atay dokumen lain vang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang.

Pasal 20

(1) Dalam hal Pemohon Baniuan Hukum tidak memiliki surat
keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf e, Pemohon Bantuan tlukum dapat melampirkan
dokumen lain sebagai pengganti surat ketcrangan miskin.

(2} Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum  tidak  memibiki
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal
19 dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemberi Bantuan Hukum mcmbantu Pemohon Bantuan
Hukum dalam moemperoleh persyaratan tersebut.
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Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 21

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan
persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah
mencrima berkuas permohonan Bantuan Hukum.

() Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi
pergyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan
kesediaan atau pcnolakan secara tertulis atas permohonan
sebagaimana dimuksud pada avat (1) dalam waktu paling lama
3 f{tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan
lengkap.

(3) Dalam hal Pember. Bantuan Hukum menyatakan kesediaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan [Tukum
memberikan Bantuan Hukum berdasarken surat kuasa khusus
dari Penerima Buntuan Hukum.

(4} Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi
Bantuan Hukwin memberikan alasan penolakan secara tertulis
dalam waltu paling lama 3 (tiga) hari kecja terhitung sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 22

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
ditandatanganinya surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum wajib
melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerubi dan Penerima
Rantuan Hukum mengenal rencana kerja.

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan/atau Pasal 22 dikenai
sanksi berupa pembatalan pemberian Dana Bantuan Hukum oleh
Pemerintah Daerah.

BAB YV
PELAPORAN

Pasal 24

(1) Pemberi Bantuan Hukum menvampaikan laporan pcpgc.lolaww_
anggaran program Bantuan Hukum kepada Dupat melalul
Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepade
pejabat pengelola  keuangan Daerah dan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah setiap triwulan.

(2) Laporan pengelolann Anggaran Bantuan [Tukum sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} merupakan bentuk
pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengeiolaaﬁ
anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dan

APRD.
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Ketentuan lebih  lanjut mengenai tata cara pelaporun
sebagaimana dimalksud pada ayat (1) dan aval (2} diatw
dalam Peraturan Bu pati.

Pasal 25

Peranighkat Daerah wajibs menyampeaikan laporan
penyelenggaraan Bantuan Hukum yung terdiri atas:
a. laporan renliensi Anggaran Bantuan Hukum; dan

b. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum,

Laporan sebagaunena dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAD VI
PIENDANAAN

Bagian Kesalu
Sumber ana

Pasal 26

Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Dacrah bersumber dar APBD.

(1)

(2)

(1)

()

Bagian Kedua
Peniyaluran Dana

Pasal 27

Penyaluran Dana Bantuan Hukum oleh penyelenggara Bantuan
Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15.

Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pcr-Perkara atau per kegiatan dengan bherpedoman
pada ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 28

Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah
Pemheri Baniuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap
tahapan proses beracara darn menvampaikan laporan yang
disertai dengan bukti pendukung,

Tahapan proscs beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:

a. kasus pidana meliputi penyidikan dan persidangan di
pengadilan tingkat [, persidangan tingkat banding,
persidangan tingkat kasasi, dan peninjavan kembali;

b, kasus perdata meliputi upaya perdamaian atau putusan
pengadilan tingkat I, tingkat banding, putusan pengadilan
tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan

c. kasus tata usaha negara, mcliputi pemeriksaan
pendahuluan, putusan pengadilan tingkat |, putusan
pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat

kasasi, dan peninjauan kembali. P
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Pasal 29

(1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 dihitung berdasarkan penetapan tarif atau
persentase tertentu  per-Perkara  sesuai  standar  biaya

pelakasanaan Bantuan Hukum Litigasi vang telah ditetapkan
olch penyclenggara Bantuan Hukum.

(2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses
beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak
menghapuskan kewajiban TPemberi Bantuan Hukum untuk
memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang
ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

(1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan
setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit
1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan
menyampaikan laporan yang disertai  dengan  bukti
pendukung.

(2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum scbagaimana dimeksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per-kegiatan sesuai
standar biaya peclaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi
sehagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Bantuan llukum.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanju: mengenai penyaluran dan besaran Dana
Bantuan Hukum schagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan
Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum
dan penyaluran Dana Bantuan Hukum.

(2) Pengawasan oleh Bupati sehagaimana dimaksud pada ayatl (1)
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas
dan ungsi pengawasan.

Pasal 33

Tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (2) meliputi:

a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan
penyaluran Dana Fiantuan Hukum;

b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah.

c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan
penvimpangan pemberian Bantuan ITukum dan penyaluran

Dana Bantuan Hulum;
-
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d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan
pemberian Bantuan Hukum dan penyalurun Dana Bantuan
Hukum yang dilaporkan oleh Perangkal Daerah dan/atau
Masyarakat;

e. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya
penyimpangan  pemberian Dantuan Hukum  dan/atau
penyaluran Duna Bantuan Hukum; dan

f.  membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupatl.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap
penyelenggaraan  pemberian  Bantuan  Hukum di  Daerah
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalan Peraturan
Bupati.

BAR VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan
paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 36
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scliap orang menzetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bacung.

Dxt,c_t.a ka.n di Man gupum

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 23, Desember 20722

M"SEKR‘ETAR]!) DAERAH UPATEN BANLUING,

& | WAYANADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 19
NOREG. PERATURAN DAERATTI KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI ;
(19, 113/2022) W
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 19 TAHUN 2022
TKNTANG
PENYELENGOA JAAN BANTUAN HHUKUM
UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa *Negara Indoncsia adalah negara hukum?,
Selanjutnya dalam Pasal 281 Avat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang
berhalc atas pengakuan, jaminan, perhindungan, dan kepastian hukum
yvang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum?”. Pasal ini telah
memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
vang adil bhagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama #alay
kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang vang tidak mampu, untuk
mendapatkan akses terhadap leadilan. Untuk itu Pemerintah termasuk
Pemerintah Daerah wajib hadir untuk memenuhi hak tersebut dan
menjamin kebutuhan masyarakat akan akses terhadap keadilan (access to
Justice) datr kKeseunaan di hadapan hukom (equality before the law) melalui
pemberian Bantuan Hukum khususnya bagi Masyarakat Miskin.

Jaminan pemenuhan hak atas DBantuan [lukum merupakan hak
konstitusional yang belum sepenuhnya dapat di akses oleh Masyarakat
Miskin, sehingga untuk memenuhi hoak tersebut diperlukan adanya suatu
Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
Pembentukan DPeraturan Daerah tersebut digunakan sebagai dasar bagi
Pemenntah Daerah untuk menjamin warga masyarakat khususnya warga
miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan
hukum.

Untuk pemenuhan hak tersebut pemberian Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Miskin yang disclenggarakan olch Pemerintah Dacrah telah
diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Baniuan
Hukum, yakni dalam Pasal 19 ayai (2) vang menyebutkan bahwa: *
penyelenggaraan Baniuan Hukum diatur dengan Peraluran  Daoernhy”.
Sampai dengan saat ini di Kabupaten Badung belum ada Peraturan Daerah
vang mengatur hal tersebut.

Nengan  ditetapkannya  Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Bantuan Hukum untuk Measyaakat Miskin ini, diharapkan Masyarakat
Miskin yang ada di Kabupaten Badung dapat terpenuhi haknya untuk
mendapatkan akses keadilan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan
upaya serta memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia
melalui Pemberian Dantuan Hukum terhadap masyarakat miskin di Daerah.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas,
jol a
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Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3

Huruf &
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah mencmpatkan hak
dan kewgjibun seliap orang sccara proporsional, patut, benar, haik
dan tertib.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam
hukum” adaluh bubwa setiap orang mempunyal hak dan perlakuan
yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi
hukum.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan
akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara
lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam
mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara
konstitusional,

Hurufd
Yang dimuksud dengan “asas elfisiensi” adalah memaksimalkan
Pemberian Banluan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran
vang ada.

Hurufe

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan
pencapaian tujuan Pemberian Bantuan Hukum secara tepal.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa sctiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegintun penyelenggaraan Bantuan
Hukum harus dapat dipertanggungjawabhkan kepada masyarakat.,
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat {1)
Cukup jelas.
Ayal (2)
Hurufa
Persyaratan “Berbadan hulkum” dibuktikan dengan
melampirkan fotokepi Akta pendirian Nataris.
Huruf b
Persyaratan ferakreditast sesuan dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dibuktikan dengan melampirkan fotokopi
Sertifikat akreditasi dari Kementerian vang menyelengparakan
urusan pemerintahan di bidang hukum yang telah dilegalisir.
Huruf ¢
Persyuratan memiliki kantor atau sekretariat vang tetap,
dibuktikan  dengan  surat Kketerangan domisili kantor
kesekretariatan Pembern Bantuan Hukum yvang dikcluarkan
pejabat yang berwenang.

Huruf d
Persyaratan memiliki - pengurus,  dibuktikan  dengan
mclampirkan susurian kepengurusan.

-
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memiiki program

Manrunn

Hukum dibuktikan

dengan melampirkan daftar kcgiatan pemberian bantuan
hukum selama 2 (dua) rahun terakhir.

Pasal 6

Cukup jclas.

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
lMasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jeclas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jclas.
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasnl 20

Avat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain”, antara lain:

an o

menyelenggarakan
Daerah.

Ayal {2)

Cukup jelas.

Masal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas,
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.

Kurtu Jaminan Kesehalan Masyarakat;
Bantuan Langsung Tunal,

Kartu Keluarga Sejahtcra; atau
Surat keterangan yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang
Jarusan  pemerintahan bidang sosial di
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Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas,
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
tusal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NAERAH KARUPATEN BADUNG NOMOR 19
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